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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait pengendalian internal 

siklus pembelian logistik pemilihan umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa 

Tengah menunjukan hasil pengendalian internal yang efektif. Kesimpulan ini 

ditarik berdasarkan pada: 

1. Berdasarkan dari hasil pengujian pengendalian internal berdasarkan COSO 

framework, aktivitas pembelian logistik pemilihan umum dengan metode E-

purchasing KPU Provinsi Jawa Tengah memiliki pengendalian internal yang 

efektif. KPU Provinsi Jawa Tengah telah memenuhi lima elemen pengendalian 

internal menurut COSO, yaitu aktivitas pengendalian, penilaian risiko, 

informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan aktivitas pemantauan. 

2. Berdasarkan lima asersi manajemen yang telah diteliti atas pengendalian 

internal siklus pembelian logistik metode e-purchasing pemilihan umum KPU 

Provinsi Jawa Tengah menunjukan hasil pengendalian internal siklus 

pembelian logistik pemilihan umum KPU Provinsi Jawa Tengah telah efektif. 

3. Berdasarkan hasil uji kepatuhan melalui 60 sampel dengan metode stop or go 

sampling, aktivitas pembelian logistik dengan metode e-purchasing telah 

dilengkapi dengan dokumen Surat Pembelian, Surat Perjanjian, Berita Acara 

Serah Terima (BAST), dan Faktur. AUPL memiliki nilai sama dengan DUPL, 

hal ini menunjukan bahwa pengendalian internal KPU Provinsi Jawa Tengah 

telah efektif. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, masih diperlukan adanya 

perbaikan untuk kedepannya agar menjadi lebih baik. Saran yang dapat diberikan 

yaitu: 

1. Bagi Bagian Keuangan Umum dan Logistik (KUL) Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) Provinsi Jawa Tengah, perlu meningkatkan kualitas E-katalog dan 

SILOG untuk memaksimalkan efektivitas sistem informasi dan meminimalkan 

kendala – kendala yang menghambat. Dokumen terkait SOP berupa flowchart 

dan job description dapat diperjelas dan dicetak untuk meningkatkan 

pemahaman tugas karyawan. Pemisahan fungsi tugas dapat lebih baik lagi 

dengan memisahkan fungsi penerimaan dan penyimpanan barang. Untuk 

menambahkan keamanan diperlukan penambahan pihak yang melakukan 

otorisasi seperti otorisasi oleh kepala sub bagian keuangan pada berita acara 

pembayaran dan otorisasi oleh PPHP pada Berita Acara Serah Terima. Selain 

itu, diperlukan adanya toleransi ketidaksesuaian barang pesanan yang diterima 

dengan menambahkan jumlah kebutuhan dalam persentase yang disepakati 

agar menghindari kekurangan barang. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat memperluas objek penelitian ke 

KPU Provinsi lain untuk memperoleh Gambaran menyeluruh mengenai 

efektivitas pengendalian internal pembelian. Penelitian selanjutnya dapat 

memperdalam focus analisis terhadap risiko kecurangan dalam sistem e-

purchasing dan memberikan rekomendasi tambahan terkait keamanan 

pembelian secara elektronik. 
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5.3 Keterbatasan  

 Dalam penulisan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan. 

Keterbatasan tersebut antara lain: 

1. Kegiatan pembelian logistik telah usai dilakukan dan saat ini KPU Provinsi 

Jawa Tengah sedang memasuki tahapan evaluasi pemilihan umum. Dengan hal 

ini, observasi hanya dapat dilakukan dengan melihat isi menu dan pengoprasian 

sistem informasi yang dilakukan yakni SILOG dan E-katalog. Observasi tidak 

dapat melihat proses pembelian secara keseluruhan. 

2. Seluruh dokumen yang digunakan dalam aktivitas pembelian logistik 

pemilihan umum di KPU Provinsi Jawa Tengah bersifat rahasia dan berkaitan 

dengan pihak penyedia, Sehingga, dokumen Surat Pesanan, Surat Perjanjian, 

Berita Acara Serah Terima, dan faktur dilampirkan dengan data yang disensor. 

3. Penelitian hanya dilakukan terbatas pada aktivitas pembelian saja dan tidak 

mencangkup pendistribusian ataupun pemusnahan logistik. 

5.4 Implikasi Penulisan  

Penelitian ini menunjukkan temuan bahwa pengendalian internal pembelian 

logistik yang dilakukan secara e-purchasing oleh KPU Provinsi Jawa Tengah telah 

efektif. Efektivitas memberikan keyakinan atas prosedur yang telah berjalan, 

namun masih terdapat beberapa hal yang masih harus diperbaiki, terkhusus terkait 

sistem informasi yang digunakan. Penelitian ini mendukung KPU untuk melakukan 

perbaikan pengendalian internal pada pembelian logistik pemilihan umum 

mendatang, terutama untuk terhindar dari masalah dan kendala yang ada saat ini. 
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Efektivitas pengendalian internal KPU Provinsi Jawa Tengah pada penelitian ini, 

dapat dijadikan referensi perbaikan untuk KPU Provinsi lain yang kurang efektif. 
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LAMPIRAN 

INTERNAL CONTROL QUESTIONNAIRES (ICQ)  

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SIKLUS PEMBELIAN 

 LOGISTIK METODE E-PURCHASING PEMILIHAN UMUM 2024  

BERDASARKAN COSO FRAMEWORK 

Pertanyaan Ya Tidak Keterangan 

Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

1. Apakah aturan pembelian logistik 

pemilihan umum dibuat oleh pusat 

dan dijalankan secara seragam di 

KPU seluruh Indonesia? 

✔  Peraturan dan 

pagu pembelia 

telah diatur oleh 

KPU RI. 

2. Apakah karyawan KPU Provinsi 

Jateng telah melaksanakan peraturan 

pembelian logistik yang berlaku? 

✔   

3. Apakah terdapat pengawasan dalam 

pelaksanaan pembelian logistik KPU 

Provinsi Jawa Tengah agar berjalan 

sesuai peraturan? 

✔  Pengawasan 

dilakukan 

menggunakan 

aplikasi SILOG 

dan observasi 

langsung. 

 

 



 

117 
 

4. Apakah terdapat rapat evaluasi terkait 

aktivitas pembelian logistik KPU 

Provinsi Jawa Tengah? 

✔   

5. Apakah pemimpin KPU Provinsi 

Jawa Tengah memiliki kepedulian 

yang besar terhadap integritas dan 

etika yang ditunjukan untuk pegawai 

dibawahnya? 

✔   

6. Apakah terdapat sanksi yang 

diterapkan secara konsisten untuk 

pelanggaran aturan atau kode etik? 

✔  Sanksi pelepasan/ 

penurunan jabatan 

dan 

pemberhentian 

kerja 

7. Apakah terdapat training untuk 

karyawan baru? 

✔   

8. Apakah terdapat program pelatihan 

peningkatan kompetensi karyawan? 

✔   

9. Apakah terdapat bonus atau promosi 

kerja atas kinerja baik karyawan? 

✔  Kenaikan jabatan 

10. Apakah KPU memiliki struktur yang 

jelas dengan wewenang yang relevan? 

✔   
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11. Apakah KPU memiliki dan 

menerapkan pedoman tata tertib dan 

SOP yang jelas? 

✔   

12. Apakah pedoman tata tertib dan SOP 

telah dijalani oleh karyawan dengan 

baik? 

✔   

13. Apakah terdapat kebijakan untuk 

menghindari risiko? 

✔  Pemilihan 

penyedia oleh 

pusat & 

perhitungan 

kebutuhan dengan 

matang. 

14. Apakah bagian Sumber Daya 

Manusia (SDM) menetapkan 

kebijakan serta mengawasi, dan 

memperhatikan karyawan dengan 

baik? 

✔   

Penilaian Risiko (Risk Assessment) 

1. Apakah organisasi memiliki proses 

dalam mengidentifikasi dan menilai 

risiko yang berkaitan dengan 

pembelian barang dan jasa secara 

terus menerus? 

✔   
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2. Apakah terdapat penilaian risiko 

dengan solusi penghindaran, 

pengurangan, berbagi, dan 

penerimaan risiko? 

✔   

3. Apakah dalam pemilihan vendor 

KPU tidak terdapat konflik 

kepentingan, namun memperhatikan 

kualitas dan harga? 

✔  Pemilihan 

pemasok 

ditetapkan oleh 

KPU Pusat. 

4. Apakah dalam pembelian barang dan 

jasa pemilihan umum menggunakan 

beragam vendor dan menghindari 

monopoli?  

✔  Pengadaan dibagi 

sesuai jenis dan 

dibagi lagi dalam 

2 area. 

5. Apakah terdapat penyesuaian respon 

resiko terhadap kebutuhan yang 

terlalu banyak? 

✔   

Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 

1. Apakah terdapat computer atau 

software yang membantu dalam 

penyimpanan data informasi? 

✔  E-Katalog dan 

SILOG 

2. Apakah sistem informasi disajikan 

secara akurat, tepat waktu, dan 

relevan? 

✔  Namun, tidak 

selalu tepat waktu 
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3. Apakah terdapat jaminan keamanan 

dalam penyimpangan dan 

penggunaan data? 

✔   

4. Apakah terdapat pembatasan tugas 

individu dalam akses informasi pada 

sistem? 

✔  Terdapat 

perbedaan menu 

dalam sistem 

informasi. 

5. Apakah perubahan kebijakan atau 

prosedur internal dikomunikasikan 

secara jelas kepada semua pihak 

terkait? 

✔   

Aktivitas Pengendalian (Control Activities) 

1. Apakah transaksi memerlukan 

persetujuan resmi dari pihak yang 

berwenang? 

✔  Persetujuan 

melalui rapat 

pleno komisioner. 

2. Apakah dokumen yang ada dilakukan 

otorisasi oleh pihak yang berwenang? 

✔  Otorisasi oleh 

PPK dan 

Pemasok. 

3. Apakah terdapat pemisahan tugas 

(segregation of duties) yang memadai 

antara otorisasi, pencatatan, dan 

pengawasan transaksi? 

✔   
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4. Apakah pencatatan pembelian dan 

pengembalian dilakukan pada waktu 

yang tepat? 

✔   

5. Apakah dalam pengajuan pembelian 

disertai dengan dokumen yang 

lengkap, jelas, dan rinci? 

✔   

6. Apakah keputusan dalam melakukan 

pesanan diberikan melalui tahap 

analisa pengajuan pembelian? 

✔   

7. Apakah terdapat ruang penyimpanan 

yang memadahi dengan pembatasan 

akses masuk? 

✔   

8. Apakah KPU melakukan pengecekan 

dokumen pembelian terkait 

kesesuaian jumlah, harga, dan nomor 

dokumen? 

✔   

9. Apakah dokumen terkait pembelian 

diarsipkan secara sistematis dengan 

urutan tanggal dan nomor tercetak?  

✔   
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10. Apakah terdapat survey lapangan 

terkait dengan kebenaran data yang 

diberikan oleh vendor? 

✔   

Pemantauan (Monitoring Activities) 

1. Apakah terdapat proses evaluasi dan 

perbaikan terhadap kinerja? 

✔   

2. Apakah terdapat pemantauan secara 

berkala? 

✔   

3. Apakah terdapat pemantauan 

penyimpanan dan distribusi logistik 

pemilu sebagai pencegahan 

pemalsuan? 

✔   

 

 

 

4. Apakah setiap penyimpangan yang 

teridentifikasi segera dilaporkan 

kepada pimpinan KPU? 

✔   

5. Apakah pimpinan KPU segera 

melakukan Tindakan lanjut atas 

laporan penyimpangan? 

✔   
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Gambar 1 Surat Pesanan 
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Gambar 2 Surat Pesanan 

 

 



 

125 
 

 

Gambar 3 Surat Perjanjian 
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Gambar 4 Surat Perjanjian 

 

 



 

127 
 

 

Gambar 5 Surat Perjanjian 
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Gambar 6 Surat Perjanjian 
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Gambar 7 Surat Perjanjian 
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Gambar 8 BAST 
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Gambar 9 BAST 
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Gambar 10 Faktur 
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Gambar 11 Surat Keterangan Penelitian 

 

 

 


